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nAR
PFENDANULUAN

1.1 LATAR RELAKANRG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 wntang  Desa, adalah kesatuan  masyvarakat hukum

TEang

memihki batas wilayvah yvang berwenang untuk mengatur

dan menguias unasan pemerintahan, kepentingan masyarakat

k\‘lv-.n‘\al

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan atau hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistemn
pemenintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuuwan Pengaturan  dalam  Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa vaitu, vaitu:

'S
.

3)

2.

0)

7)

9)

1)

membenkan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang
sudah ada dengan kobrmgamann_\_'n sebelum dan sesudah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

membenkan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa
dalam sistem  ketatancgaraan Republik  Indonesia  demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
melestarikan  dan memajukan adat, tradisi, dan budava
masyarakat Desa;

mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesojahteraan bersama;

membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
cfekuf, terbuka, serta bertanggung jawab;

memngikatkan pelayanan publik bagt warga masyarakat Desa
punamempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

menmgpkatian ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
puna  mewujudkan  masyarakat Desa yang mampu
memehhara kesatuan sosial sebagail bagian dan ketahanan

nasional; °
memajukan perelconomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjunpan pembangunan nasional; dan

memperkuat masyarakat Desa sebagal subjek pembangunan.
Sedanglam Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

relogning, yaitu pengaluan terhadap hak asal usul;

subsidiaritas, yaitu penetapan  kewenangan berskala lokal
dan penpgambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan

masyarakat Desa,
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3)  keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap
sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan
tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;

4)  kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan
Lekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara
kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa

dalam membangun Desa;

kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong

wn
e

untuk membangun Desa;

6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa
sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat

Desa;

7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi
dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa
dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh
masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa
serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan

suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya

dengan kemampuan sendiri;

10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,
program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah

dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara
terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam

‘merencanakan dan melaksanakan program pembangunan

Desa.
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Oleh karena itu, maka scbuah desa wajib mempunyai
perencanaan yang, matang dalam penyelengparann
pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan
transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang,
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannyn
berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1
(satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi
Pf‘doman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan
memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupuan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2.DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sepit Tahun
2021 - 2027 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan
sekghgus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik
bggl Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha
di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Sepit
yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Sepit adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa
tahun 2021 - 2027;

2. Menjaqi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa); dan

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis
dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,
Provinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

1.3.DASAR HUKUM
RPJM Desa Sepit Tahun 2021 - 2027 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104); .

2. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
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Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 111 Tahun ZQI4 '[‘cnlan'g
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014' tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203); ‘

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan |
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1262); .

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1641);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 961);

o

-

o0
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur no 1 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1)

19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2019 Nomor 02);

20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
Nomor 01);

21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2020 Nomor 40);

22. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman
Layanan Administrasi Kependudukan berbasis Kewenangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tatacara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten

Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2021 Nomor 6)

24, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistim

Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021
Nomor 21);

25. Peraturan Desa Sepit Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa
(Lembaran Desa Sepit Tahun 2021 Nomor O1 );

26. Peraturan Desa Sepit Nomor 02 Tahun 2021 tentang SOTK Tahun
2021 (Lembaran Desa Sepit Tahun 2021 Nomor 02);

27. Peraturan Desa Sepit Nomor 03 Tahun 2021 tentang Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sepit Tahun 2021 Nomor 03).

28. Peraturan Desa Sepit Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDes Tahun
2021 (Lembaran Desa Sepit Tahun 2021 Nomor 04).
1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa Sepit Tahun 2021 - 2027
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni
melalui tahapan- tahapan sebagai berikut. ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten;

3. Pengkajian Keadaan Desa;

4. Penyusunan Rencana Pembangunah Desa Melalui Musyawarah
Desa;

. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;

%)}

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan

7. Penetapan RPJM Desa.
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BAB II
PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Sebelumnya Desa Sepit tergabung dengan desa Jerowaru, namun pada
tahun 1961 Desa Sepit dimekarkan menjadi desa definitive, dalam rentang
wal_itu dari tahun' 1961 sampai sekarang Desa Sepit telah mengalami 7 (tujuh)
kali masa pergantian kepala desa secara berturut-turut, yaitu :

RUNDAH alias H. SALEH (1961-1972).

HIDIR alias H. SAREH MA’SUM (1972-1978).
MEDAQ (1978-1985).

H.HAMDAN NURUDIN (1985-2002).
H.HAMDAN SYAKRIN (2002-2007).
MUHAMMAD HAMDAN (2007-2013).

H. IRPAN JUNAIDI (2013-2019)

MUHAMMAD HASMAWADI,S.Pd (2021-2027).

Sedangkan struktur organisasi pemerintahan desa sepit berdasarkan perda
Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

MUHAMMAD HASMAWADI,S.Pd. Sebagai Kepala Desa
MUHAMMAD SULHAN HADI Sebagai Sekretaris Desa
DARMAWAN QH.S.Pd.1. Sebagai Kasi Pemerintahan

AGUS ADHARIADI Sebagai Kasi Kesejahteraan
SABARUDDIN AHMAD Sebagai Plt. Kasi Pelayanan
JUMATUL AINI Sebagai Kaur TU & Umum

JASMIN Sebagai Kaur Keuangan

H. SAMSUL HADI Sebagai Kaur Program dan Perencanaan

Pada tahun 2009 desa sepit terdiri dari 10 dusun yaitu : dusun Sepit,
Lokon, Lingsar, Setungkep, Senyiur, Penendem, Payung, Esoh, Tundak dan Batu
Putik, namun pada tanggal 01 desember 2009 berdasarkan peraturan Bupati
Lombok Timur 21 tahun 2009 dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu : Desa
Senyiur dan Desa Batu Putik untuk tahap pertama dan pada tanggal 30
desember 2010 desa Sepit kembali di mekarkan menjadi Desa Setungkep
Lingsar, sehingga Sepit induk terdiri dari dua dusun yaitu dusun Sepit dan
Lokon, namun Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dan
Perda No.3 Tahun 2007, maka pada tanggal 30 desember 2010 dusun Sepit dan
Lokon di mekarkan menjadi 6 (enam) dusun definitif yaitu Dusun Kebon Jeruk,
Sepit Utara, Tengeh, Liga’ul Amal, Sepit dan Lokon, namun pada tanggal 11
Februari tahun 2011 Kekadusan Sepit Utara dimekarkan menjadi 1 (satu) yaitu
Kekadusan Gerumpung. sehingga kekadusan desa Sepit bertambah menjadi 7
(tujuh).

dimana nama-nama kepala dusun yang sekarang berubah nama menjadi Kepala
Wilayah (Kawil) itu adalah :

Wilayah Sepit dengan Kepala Wilayah SUDIRMAN

Wilayah Lokon dengan Kepala Wilayah SUKIRMAN

Wilayah Sepit Utara dengan Kepala Wilayah BUJI BURRHMAN
Wilayah Tengeh dengan Kepala Wilayah SUBHAN HADI

Wilayah Ligoul Amal dengan Kepala Wilayah H. M. ALl TAHIR
Wilayah Kebon Jeruk dengan Kepala Wilayah SANUSI

Wilayah Gerumpung dengan Kepala Wilayah SABARUDDIN AHMAD

PN R WD
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Nou,rLOD M

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Maksud pemekaran ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepadn
masvarakat, pelaksanaan pembangunan sertn untuk mempercepat lajunya roda
pembangunan dan pelavanan kepada maavarakat necarn dinamia dan efeltif,
merata sesuni dengan UU No 14 tanhan 2000,

Sepak tahun 1061 sampai sekarang Kepala Deaa Sepit menjalankan
pemerintahian vang di bantu oleh scorang juru tulia (Sekretaris Desa) dan 12
{Dua Relas) orang Perangkat Dean Dean (Kasi,Kaur dan Kawil).,

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa darl Masa ke Masa

Rerikut adalah Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari
tahun 1961 sampai dengan saat ini ¢

Daftar Nama Kepala Desa

TAHUN PEMIMPIN (KEPALA DESA) l KETERANGAN
1961-1972 RUNDAH alias H. SALEH l

1072-1978 HIDIR alias H. SAREH MA'SUM \

O

1078-1985 MEDAQ

1985-2002 H.HAMDAN NURUDIN

2002-2007 H.HAMDAN SYAKRIN

2007-2013 MUHAMMAD HAMDAN

i 2013-2019 H. IRPAN JUNAIDI

2021-sekarang | MUHAMMAD HASMAWADI,S.Pd

2.2. KONDISI UMUM DESA
1. Potensi Umum
1). Batas Wilayah

Desa Sepit mempunyai luas wilayah 395 Km? hektar
denganbatas-batas :

Sebelah selatan : Desa Senyiur dan Desa Batu Putik
Sebelah barat : Desa Setungkep Lingsar
Sebelah utara : Desa Rensing'dan Desa Jero Gunung
Sebelah timur : Desa Pematung

2). Jumlah Perangkat Desa

Sekretaris Desa : 1 Orang
Kepala Urusan : 3 Orang
Kepala Seksi . 3 Orang
Kepala Wilayah/Dusun . 7 Orang
Staf . - Orang
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3). Pembinann Rt/Rw

Jumlah RT 26 Orang
Jumlah RW - Orang
4). Pajnk Bumi Dan Bangunan
Jumlah Wajib Pajak 1127 Orang
Jumlah STTS : 1.217 Orang
Jumlah Ketetapan : 33.283.898 Rupiah
Jumlah Realisasi . 17.385.994 Rupiah (54,7 %)
5). Badan Perwakilan Desa (Bpd)
Jumlah Anggota BPD 7 Orang
Tanggal, Bulan & Tahun Pembentukan 10 Februari
2020
6). Peraturan Desa
Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan 17 Buah
Jumlah Peraturan Kepala Desa yang disahkan 5 Buah
7). Keputusan Kepala Desa
Jumlah Keputusan sebagai tindak lanjut
dari Peraturan, Kebijakan yang bersifat
mengatur/tidak mengatur Desa/Kelurahan 27 Buah

8). Keuangan Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2020-
2021
Kode Uraian Anggaran 2020 | Anggaran 2021 | Ket.
PENERIMAAN
1.1 | Silpa Tahun Lalu 147.416,69 0
1.2 | Pendapatan Asli Desa 61.200.000 48.000.000
1.3 | Pendapatan Transfer 1.653.204.175 | 1.684.828.309
1.4 |Bantuan Pemerintah Kab. 0 0
1.5 |Bantuan Pemerintah 0 0
16 Propinsi o " 0
17 |Bantuan Pemerintah Pusat 0 0
1.8 |Sumbangan Pihak Ketiga 0 0
1.9 |Pinjaman Desa 979.000 375.900
Lain-lain Penerimaan yang '
Sah '
JUMLAH PENERIMAAN 1.715.383.175 | 1.733.204.209
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9). Keamanan Desa/Kelurahan
1. Pembinaan SATLINMAS/BKD

a. Jumlah Anggota

1) Laki-laki 14 Orang

2) Perempuan : - Orang
b. Alat Pemadam Kebakaran : - Orang
c. Jumlah Satlinmas/BKDterlatih : 14 Orang

2. Ketentraman dan Ketertiban

a. Jumlah Kejadian Kriminal ¢ 5 Kali
b.Jumlah Bencana Alam (Pandemi) 1 Kali
c. Jumlah Operasi Penertiban : - Kali
d.Jumlah Penyuluhan : 3 Kali
e. Jumlah Poskamling : 2 Buah
f. Jumlah Kenakalan Remaja . - Kali
g. Jumlah Peronda Kampung 14 Kelompok
h.Jumlah SATPAM/Pol PP : 2 Orang
i. Jumlah POSKO Bencana Alam 1 Buah

3. Ideologi dan Politik
a. Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1) Jumlah Organisasi Sosial Yayasan

Dan sebagainya

2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

3) Jumlah Tokoh Masy. dan Politik
4) Jumlah Organisasi Profesi
b. Pemilihan Umum Tahun
1) Jumlah Pemilih
2) Jumlah TPS

5 Organisasi
- Organisasi
1 Organisasi

- Organisasi

¢. Pembinaan dan Pengawasan Bekas NAPI/TAPOL G.30 S/PKI

1) Jumlah bekas NAPI

2) Jumlah bekas TAPOL G. 30 S/PKI

- Golongan A
- Golongan B
-Golongan C
3) Murtasi
10). Survey Dan Penelitian
1. Jumlah Survey dan Penelitian
2. Kuliah Kerja Nyata

: 2889 Orang
. 8 TPS
: - Orang
. : - Orang
. - Orang
: - Orang
: - Orang
3 Kali
2 Kali
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